
 
BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 
NOMOR   72   TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA 

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

Menimbang : a. bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan 

Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu hak 

keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi 

dan wewenang lembaga;   

  b. bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan 

Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, dan sehubungan adanya perubahan 

kelompok kemampuan keuangan Daerah dari sedang 

menjadi rendah, maka Peraturan Bupati tersebut perlu 

diubah dan disesuaikan; 

  c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan 

Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses 

Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO Ketua 

DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan 

peraturan kepala daerah; 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1980 

tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala 

Daerah/Wakil KepalaDaerah dan Bekas Kepala 

Daerah/Bekas Wakil KepalaDaerah serta Janda/ 

Dudanya (Lembaran Negara Tahun1980 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang 

Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala 

Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 121; 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran  

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9); 
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  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 1); 

  14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib 

(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 

Nomor 56); 

  15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2021 Nomor 1); 

  16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70); 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan 

 

:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG 

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN 

TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA 

OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan 

Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 

Nomor 1), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 3 

 

Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota 

DPRD sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus 

ribu rupiah) per orang per bulan. 
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2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

 

Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 

Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per 

orang setiap melaksanakan reses. 

 

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah dan 

ditambahkan 2 ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

 

(1) Dana Operasional bagi Ketua DPRD sebesar 

Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) 

per bulan. 

(2) Dana Operasional bagi Wakil Ketua DPRD masing-

masing sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus 

dua puluh ribu rupiah) per bulan. 

(3) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara 

kolektif oleh Sekretaris DPRD dan dianggarkan 

dalam Pos DPRD. 

(4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 

bulan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan 

secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut 

lumpsum; dan 

b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk 

dukungan dana operasional lainnya. 

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah 

pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai 

dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud 

harus disetorkan ke rekening kas umum daerah 

paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan. 

(6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan 

untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau 

golongan, dan penggunaannya harus 

memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, 

dan akuntabilitas. 

 

 

 

 



Pembina IV/ a 
NIP. 19701002 199901 l 001 

·r Hidayat, S.H.,M.Si 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

•wtOO~~~erah Kabupaten Pangandaran e: ... 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

  Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 31 Desember 2021 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

ttd. 

 

 

 H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 31 Desember 2021   

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN 

 

ttd. 

 

H.KUSDIANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN 

TAHUN 2021 NOMOR 72 

 
 

 


